
BUPATI  TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR           TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  51  ayat  (5) 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  perlu  menetapkan  Peraturan 
Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang 
Perpanjangan  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1959  Nomor  72,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1820), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1965  tentang 
Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  Tanah  Laut,  Daerah 
Tingkat II  Tapin dan Daerah Tingkat II  Tabalong Dengan 
Mengubah Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di  Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
51,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 2756);

3. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan 
Stabilitas  Sistem Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi 
Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  dalam 
Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan 
Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem 
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Keuangan  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  134,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4355),  sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau 
Stabilitas  Sistem  Keuangan  Menjadi  Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);

6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  5234), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir  dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  143, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
6801);

7. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana 
telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 
2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang 
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Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2022 tentang  Hubungan 
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang 
Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  138,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576) 
sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem 
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar 
Harga  Satuan  Regional  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 57;

13.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 
tentang  Pembentukan   Produk  Hukum  Daerah  (Berita 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036), 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun 
2015 tentang Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020 
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor 
1781);

15.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  05  Tahun 
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat 
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun 
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong  Nomor  02),  sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  03 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
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Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

16.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  10  Tahun 
2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran 
Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2022  Nomor  10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
07);

17.Peraturan  Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati  ini  yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai  unsur  penyelenggara 
Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur 
pembantu  Bupati dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya 
berupa  harga  satuan,  tarif  dan  indeks  yang  digunakan  untuk  menyusun 
biaya komponen masukan kegiatan.

6. Harga  Satuan  adalah  nilai  suatu  barang  yang  ditentukan  pada  waktu 
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

7. Tarif  adalah nilai  suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk 
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

8. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat  SBU adalah harga satuan 
setiap  unit  non  barang/jasa  seperti  honorarium,  jasa  tenaga  pendukung, 
belanja sewa, belanja pemeliharaan, dan perjalanan dinas untuk penyusunan 
rancangan anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya.

10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk  melaksanakan  sebagian  kewenangan  PA  dalam  melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi SKPD.
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11. Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SIPD 
adalah  pengelolaan  informasi  pembangunan  daerah,  informasi  keuangan 
daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung 
untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II 
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS di Daerah.

(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menghasilkan 
biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 
SKPD.

(3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. SBU; 
b. SSH; 

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.

(2) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termuat pada SIPD dan 
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) SHS sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (3)  dapat  diubah  dalam 
tahun anggaran berkenaan dalam hal mengakomodir terjadinya penyesuaian 
SHS akibat kebijakan pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang 
disebabkan karena bencana alam, kerusuhan, dan sejenisnya.

(2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disesuaikan dengan 
harga pasar dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) SHS yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh 
perangkat  daerah  maka  harga  barang  atau  jasa  dimaksud  disesuaikan 
dengan harga pasar dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 
02 Tahun  2024 tentang  Standar  Harga  Satuan (Berita  Daerah  Kabupaten 
Tabalong Tahun 2024 Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH
  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR
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